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KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami kirimkankan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan
karunia-Nya sehingga penyusunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi
Rencana Tindak Pengendalian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah
ditetapkan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Rencana Tindak
Pengedalian menyajikan informasi tentang rencana pengendalian tahun anggaran 2023.
Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor | Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17
Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai
UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, maka
diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah, UU
Nomor | Tahun 2004, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011
tentang Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan. Mengingat pentingnya system pengendalian intern, berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 162 tahun 2011 maka diwajibkan setiap pimpinan instansi
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk penyelenggaraan SPIP Kami mengharapkan
adanya informasi-infomasi berupa saran dan masukan, koreksi serta kritikan sebagai bahan
evaluasi dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.
Kami sangat menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat berbagai hal yang
memerlukan penyempurnaan, baik dalam aspek penulisan, data-data dan materi laporan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya,
serta kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas
pengendalian pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan Misi
Kabupaten Pesisir Selatan “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratif dan transparan”

Painan, 24 Januari 2023
I(,e"gia_lﬁa\Badan Kepegawaian dan

Pe mb@h&an SDM Kabupaten
Pesigir Selatan

%R&H.MM
k19670312 198803 1 003




L

II.

III.

IV.

V.
VL

VIL

DAFTAR ISI

Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Ruang Lingkup

Sekilas Tentang SPIP

A. Pengertian

B. Tujuan SPIP

C. Unsur-unsur SPIP
Lingkungan Pengendalian
Penilaian Resiko
Kegiatan Pengendalian

Informasi dan Komunikasi

a kL=

Pemantauan Berkelanjutan
D. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)
Perbaikan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang baik
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
A. Pernyataan Tujuan
B. Risiko-risiko
C. Sebab
D. Dampak
Rancangan Informasi dan Komunikasi
Rancangan Pemantauan dan Evaluasi

Penutup

Lampiran



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2023

[. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dibidang keuangan
negara dengan mengacu kepada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang
pemeriksaan keuangan negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang
Keuangan Negara, serta untuk menciptakan good governance sesuai UU
Nomor 28 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN,
maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan
negara/daerah, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistim
Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan. Mengingat pentingnya system pengendalian intern,
berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 162 tahun 2011 maka diwajibkan
setiap pimpinan instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk
penyelenggaraan SPIP.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai
lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan
pentingnya penyelenggaraan SPIP, didorong oleh kesadaran tersebut,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan secara berkelanjutan menyelenggarakan SPIP.
Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien
diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu diperlukan suatu
rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah
penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan

kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
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Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mengamankan

upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum
Dasar hukum penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Pesisir
Selatan dalam hal ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;

3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan
Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembengunan Nomor 04
Tahun 2019;

4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistim Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Republik Indonesi Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan  Sistem = Pengendalian Intern  Pemerintah

Terintegrasi Pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah.

C. Maksud dan Tujuan
Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP merupakan dokumen yang
berisi gambaran dari efektifitas, struktur, kebijakan, dan prosedur
organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang
ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan
perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian
atas pelaksanaan tugas pokok Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga diharapkan
dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten



II.

Pesisir Selatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana tindak pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan
bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk
mencegah kegagalan / penyimpangan dan/atau mempercepat
keberhasilan  pencapaian tujuan Badan  Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas
kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan di tingkat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan rencana tindak
pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkat
manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
Realisasi atas rencana tindak pengendalian diharapkan dalam tahun

2023.

SEKILAS TENTANG SPIP

. Pengertian SPIP

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem
Pengedalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan
ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI)

yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah
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pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan
dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan
sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai
tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat
diraih dengan cara menjaga dan mengamankan asset negara/daerah
yang diamanatkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, menjamin
tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang
berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan /kerugian,
penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek
kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan

meningkatkan efisiensi biaya.

. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan
tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap

peraturan perundangan-undangan.

. Unsur — unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern

sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian
Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah
yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun
lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan

suatu atmosfir yang kondusif yang mendorong terimplementasinya



sistem pengendalian intern dilingkungan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan
orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan
batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai,
memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa
yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan
prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan
pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang
sangat penting karena pemimpin berperan sebagai tone at the top
(penentu “irama” organisasi), perlu dikembangkan lingkungan
pengendalian yang akan menimbulkan perilaku positif dan kondusif

untuk penerapan sistem pengendalian intern, yaitu:

a. Penegakan integritas dan nilai etika;

b. Komitmen terhadap kompetensi;

c. Kepemimpinan yang kondusif;

d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia;
g. Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang
efektif;
h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.
. Penilaian Risiko
Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan
risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan
melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian
risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-
hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir

Selatan.



3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk
mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan
prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah
dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan
pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang

telah ditetapkan.

Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa
kegiatan pada pengendalian dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu
prevention and mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention
merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi
kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian
yang bersifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang
dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila
terjadi suatu peristiwa.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada
kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan
penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu
membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi
dapat dicapai.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah  data yang telah diolah dan dijadikan dasar
pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan
fungsi organisasi, untuk memperoleh informasi yang berguna
mengumpulkan dan mengolah data sehingga menjadi informasi dari

data-data tersebut informasi yang diharapkan lebih terarah dan



penting karena telah dilalui berbagai tahap dalam pengolahannya.
Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan
menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung,

untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
dalam rangka  penyelenggarakan SPIP merupakan  proses
pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk
melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi.
Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian
informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-
jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya
sehubungan dengan pengendalian intern.

5. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu
kinerja sistem pengendalian intern. Dari waktu ke waktu dan
memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya dapat
ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern
dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern
sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang
diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi

internal dan eksternal organisasi.

D. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan
Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/WaliKota/Kepala Satuan
Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa
pengelolaan APBD  telah  diselenggarakan  berdasarkan  Sistem
Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah
diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan

laporan keuangan.



Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa
konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern
memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini
keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun,
mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan
penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas
penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian merupakan sarana untuk mendukung
penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP.
Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak

Pengendalian menunjukan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

[II. PERBAIKKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN
A. Tujuan Terciptanya Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari unsur-unsur
pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian
memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan
pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan
penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum
pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan
“atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem
pengendalian intern secara efektif dilingkungan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan bertujuan untuk:

1. Tegaknya integritas dan nilai- nilai etika;

2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;

3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;



4. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang
tepat;

5. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan
efektif; dan

6. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini

Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

mengambil langkah strategis yaitu:

1. Rekapitulasi Evaluasi Lingkungan Pengendalian seluruh lingkup
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan; Seluruh Lingkup Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan ( 1
Sekretariat dan 3 Bidang) telah melaksanakan survey persepsi
melalui kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) yang
tertuang dalam RTP masing-masing. Oleh karena itu, Satgas perlu
melakukan  Rekapitulasi  pernyataan-pernyataan  Lingkungan
Pengendalian seluruh Bidang dan Sekretariat pada Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan.

2. Melakukan Skoring dengan fokus pernyataan sub-sub unsur
Lingkungan Pengendalian, hal ini dapat dilihat pada table dibawah

ini:

Tabel 1:
Skoring Penilaian Terhadap Lingkungan Pengendalian
No | Skor Keterangan
1. 1 Tidak Memadai
2. 2 Kurang Memadai
3. 3 Cukup Memadai
4. 4 Memadai
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3. Merumuskan Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian pada
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan untuk menciptakan kondisi lingkungan
pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong
terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efektif dan efisien dari
seluruh pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas

dan fungsinya.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di
lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, diperoleh gambaran yang

tertuang pada tabel dibawah ini:

Tabel 2:Penilaian terhadap lingkungan Pengendalian

No. Sub Unsur Kondisi
1 | Penegakan Integritas Dan Nilai Etika Cukup Memadai
2 | Komitmen terhadap Kompetensi Cukup Memadai
3. | Kepemimpinan yang Kondusif Memadai

Pembentukan Struktur Organisasi yang

4. Cukup Memadai
Sesuai dengan Kebutuhan

5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Memadai
Jawab yang tepat

6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Cukup Memadai
yang Sehat tentang Pembinaan Sumber

7 Perwujudan peran Aparat Pengawasan Memadai
Internal Pemerintah yang Efektif

3 Hubungan Kerja yang baik dengan Memadai

Instansi Pemerintah Terkait




C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling
penting dalam penerapan pengendalian intern. Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
menginginkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif,
sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang
lebih efisen dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut
diharapkan menjadi modal utama wuntuk menghasilkan aktivitas
pengendalian yang handal guna mencapai tujuan organisasi. Hasil
evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dirumuskan Rencana
Penguatan Lingkungan Pengendalian menunjukan masih adanya
kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki.

Atas kelemahan lingkungan pengendalian lingkungan yang ada saat ini
yaitu adanya temuan pelanggaran kode etik perbendaharaan, langkah-
langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk

segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Rencana Tindak Perbaikan/Penguatan
No. Sub Unsur
Lingkungan Pengendalian

Penegakan Penambahan  dokumen  perkada  berupa
Integritas  Dan | hukuman disiplin dalam penegakkan kode etik
Nilai Etika Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir
Selatan yang mengacu kepada Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan

BKN Nomor 6 Tahun 2022

Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas
penyimpangan  terhadap kebijakan  dan
prosedur atau pelanggaran terhadap aturan

kode etik.
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II

Komitmen
terhadap

Kompetensi

Menyusun Standar kompetensi untuk setiap
tugas dan fungsi pada masing-masing posisi
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir

Selatan

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas
dan fungsi pada masing-masing posisi di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Menyelenggarakan pelatihan dan

pembimbingan untuk membantu pegawai

mempertahankan dan meningkatkan

kompetensi pekerjaannya

II1

Struktur
Organisasi yang
Sesuai dengan

Kebutuhan

Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat

kegiatan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Pesisir Selatan (disesuaikan dengan

tipelogi SOTK Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Pesisir Selatan)

Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung
jawab pimpinan masing-masing pejabat dalam
Badan dan

Kepegawaian Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir

Selatan

vV

Pendelegasian
Wewenang dan

Tanggung

Jawab

Wewenang diberikan kepada pegawai yang

tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya

dalam rangka pencapaian tujuan Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Pesisir Selatan




Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana
dimaksud diatas memahami bahwa wewenang
dan tanggung jawab yang diberikan terkait
dengan pihak lain di Badan Kepegawaian dan
Sumber Manusia

Pengembangan Daya

Kabupaten Pesisir Selatan

Pegawai yang diberi wewenang tersebut diatas
memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan

tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP

Penyusunan dan
penerapan
kebijakan yang
sehat tentang
pembinaan
sumber daya

manusia

Supervisi periodik yang memadai terhadap

pegawai

Memberikan prioritas

Badan

pengembangan SDM

Kepegawaian dan  Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir

Selatan untuk menunjang kegiatan

VI

Perwujudan
peran Aparat
Pengawasan
Internal
Pemerintah yang

Efektif

Memberikan keyakinan yang memadai atas
ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir

Selatan

Memberikan peringatan dini dan meningkatkan
dalam

Badan

efektivitas manajemen risiko

penyelenggaraan tugas dan fungsi
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
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Memelihara dan meningkatkan kualitas tata
kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Hubungan Kerja

yang baik

vyl | dengan Instansi
Pemerintah
Terkait

Diwujudkan dengan adanya mekanisme

hubungan kerjasama yang baik antar instansi

yang terkait dengan rapat-rapat Koordinasi

(ASN).

dengan Manajemen Aparatur

Sipil

antar OPD terkait hal-hal yang berhubungan

Negara

Hasil reviu dokumen dan hasil survey persepsi sebagai berikut :

Hasil Reviu Dokumen Hasil Survei Persepsi
No. Sub unsur Hasil Uraian Hasil Uraian Simpulan
a b C d e f g
1 Penegakan integritas dan cukup Adanya tata laksana kode etik dan [cukup Masih adanya temuan Cukup
nilai etika peraturan tentang kode etik pelanggaran kode etik
Memadai Memadai | di BKPSDM Memadai
2 Komitmen terhadap CUkup Adanya diklat kepemimpinan Cukup masih belum terlaksananya |Cukup
kompetensi eselon 2, diklat lainnya diklat kepemimpinan,
Memadai Memadai |dikarenakan anggaran tidak |Memadai
memenuhi
3 Kepemimpinan yang Memadai Adanya inovasi Kepala Badan Memadai |Adanya kesulitan dalam Memadai
kondusif tentang Reformasi Birokrasi administrasi pensiun
4 Struktur organisasi sesuai ckp Memada|Adanya pemenuhan struktur Ckp Mmd [Adanya pemenuhan struktur [Cukup Memaddi
kebutuhan organisasi sesuai kebutuhan organisasi sesuai
5 Pendelegasian wewenang Memadai Adanya pengadministrasian surat |Memadai |Adanya pengadministrasian [Memadai
dan tanggung jawab yang langsung ke Kepala Badan tanpa surat antar OPD ditanda
tepat melalui sekretariat tangani oleh kepala badan
bukan Sekretariat Dearah
6 Penyusunan dan Penerapan |Cukup Adanya pengusulan draft tentang |Cukup masih adanya penempatan [Cukup
Kebijakan yang Sehat perkada manajemen talenta belum sesuai dengan anjab
tentang Pembinaan SDM Memadai Memadai Memadai
7 Perwujudan peran APIP yang |Memadai Adanya review inspektorat Memadai |Adanya review inspektorat |Memadai
efektif
8 Hubungan Kerja yang Baik  |Memadai Adanya kerja sama yang baik Memadai |Adanya kerja sama yang Memadai
dengan Instansi Pemerintah antar OPD baik antar OPD
Terkait

IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk

memberikan keyakinan




memadai atas tercapainya tujuan organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Tahun 2023,
rencana tindak pengendalian yang disusun Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka
mencapai tujuan-tujuan yang telah disusun pada misi yang tertuang
dalam Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, dimana dapat dipaparkan sebagai
berikut :

1. Terwujudnya Manajemen ASN yang profesional dan berkinerja

tinggi

Disesuaikan dengan RPJMD mempunyai selaras dalam pencapaian
tujuan yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang berkinerja tinggi,
dan pada Rencana kerja tahun 2023 yang mempunyai tujuan yaitu
terwujudnya manajemen ASN yang cepat dan tepat sesuai dengan

kebutuhan organisasi pemerintah daerah.

. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan atas resiko yang
mengancam pencapaian tujuan dari misi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan,
terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan.

Risiko atas pencapaian tujuan renstra yaitu :

- Jenjang pendidikan ASN tidak meningkat
Resiko atas pencapaian tujuan RPJMD yaitu :
- Tidak tercapainya indeks profesionalisme ASN dengan nilai baik
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Resiko atas pencapaian tujuan renja yaitu :

- Mutasi ASN

. Sebab

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan mempunyai sebab
yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan,
terdapat sebab - sebab yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan.

Sebab atas pencapaian tujuan renstra yaitu :

- Terbatasnya anggaran pendukung untuk pendidikan lanjutan ASN
Sebab atas pencapaian tujuan RPJMD yaitu :

- Kekurangan tenaga yang berkompetensi

- Anggaran terbatas
Sebab atas pencapaian tujuan renja yaitu :

- Jenjang karir

- Kekosongan jabatan

- Perombakan SOTK

. Dampak

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan mempunyai dampak
yang mengancam pencapaian tujuan dari misi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan,
terdapat dampak - dampak yang menjadi prioritas untuk ditangani oleh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan.

Dampak atas pencapaian tujuan renstra yaitu :

- Kinerja pegawai tidak berkembang
Dampak atas pencapaian tujuan RPJMD yaitu :

- Skill yang dimiliki ASN tidak berkembang

- Kurangnya pendidikan akan mempengaruhi TPP



Dampak atas pencapaian tujuan renja yaitu :

- Terganggunya kinerja OPD

MATRIKS ANALISIS RISIKO | Dampak/Konsekuensi I
Tidak signifikan | Kurang Signifikan Signifikan Sangat signifikan

Hampir pasti
Kemungkinan
Kemungkinan

Sangat

| |
1
Risiko dapat diterima
Sedang dan Tingg| Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Selanjutnya
Risiko Tidak dapat Diterima/Penanganan Prioritas

Dari matriks analisis risiko terhadap dampak, jika risiko tidak tercapai

dengan baik, maka kemungkinan akan berdampak signifikan terhadap

Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah
informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun.
Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai

dengan rencana dalam RTP adalah:

1. Pada Pemerintah Daerah Sesuai dengan RPJMD yaitu
merencanakan aplikasi tentang pembuatan SKP secara digital
dan adanya sosialisasi tentang pembuatan SKP.

2. Pada OPD sesuai dengan Renstra yaitu menyediakan beasiswa
pendidikan lanjutan dan memfasilitasi ASN untuk meningkatkan
kompetensi dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan
lembaga pendidikan.

3. Pada Operasional Rencana Kerja yaitu Memposisikan ASN sesuai
dengan manajemen talenta dan dibuatkan perkada tentang

manajemen talenta.
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Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam

rangka pengendalian yaitu :

1. Website online untuk informasi pelaksanaan kompetensi
2. Rapat baperjakat menggunakan Perkada Manajemen Talenta
dalam proses mutasi

3. Kerja sama dengan universitas untuk beasiswa

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya
ditujukan wuntuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang
terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan
yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang

dilaksanakan meliputi :

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci
untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan
sebagaimana seharusnya. Pemantauan yang dilaksanakan di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan adalah Pemantauan Berkelanjutan. Masing-masing
unit kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pemilik risiko akan
melakukan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan
ini dilaksanakan oleh Kepala Badan atau Kepala Bidang pada setiap
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang sesuai
dengan uraian tugas masing-masing. Pemantauan berkelanjutan di
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan risiko-risiko yang ada

meliputi sebagai berikut:
- Pemantauan terhadap pembentukan kode etik Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Pesisir Selatan.



- Pemantauan terhadap SOP kegiatan yang ada di Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan.

- Pemantauan dan Evaluasi atas penerapan standar kompetensi
dan penempatan SDM.

- Pemantauan terhadap serapan atau realisasi belanja APBD
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan
selaku pelaksana kegiatan kepegawaian dari seluruh Perangkat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Evaluasi bertujuan untuk
memantau pelaksanaan kegiatan di bidang Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada diseluruh perangkat

daerah se Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Pelaksanaan Tindak Lanjut
Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas
setiap rekomendari hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal
maupun internal, setiap unit kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan tindak
lanjutnya.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP
Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pesisir Selatan memberikan lapaoran atas RTP sesuai tanggung-
jawabnya secara berkala kepada Tim pemantau yang dalam hal ini
adalah Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil pemantauan

tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan.
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VIL

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian Intern Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2023 merupakan salah satu dokumen penting dalam penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka
mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai
untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Pemantauan atas pelaksanaan sesuai rencana tindak pengendalian ini
dan evaluasi atas efektifitas pengendalian yang ada akan menjadi dasar
pertimbangan pembuatan Statement of Responsibility dalam laporan

keuangan.
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Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

form 1.c

Nama Pemda Pemenntan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Penilai 12023
Hasil Reviu Dokumen Hasil Survei
No. Sub unsur Hasil Uraian Hasil Uraian Simpul
a b 3 d e f B
1 Penegakan integritas dan Cukup Adanya tata laksana kode etik dan  |Cukup Masih adanya temuan Cukup Memadal
nilai etika Memadal peraturan tentang kode etik Memadal |pelanggaran kode etik di
BKPSDM tahun 2022
2 Komitmen terhadap Cukup Adanya diklat kepemimpinan eselon |Cukup masih belum terlaksananya |Cukup
|kompetensi Memadai 2, diklat lainnya Memadai |dikiat kepemimpinan, Memadai
dikarenakan anggaran tidak
memenuhi
3 Kepemimpinan yang kondusif Memadai Adanya inovasi Kepala Badan Memadai |Adanya kesulitan dalam Memadai
tentang Reformasi Birokrasi administrasi pensiun
4 Struktur organisasi sesuai Cukup Adanya pemenuhan struktur Cukup Adanya pemenuhan struktur |Cukup
kebutuhan Memadai organisasi sesuai kebutuh M dai |organisasi sesuai kebutuhan |M dai
5 Pendelegasian wewenang Memadai  |Adanya pengadministrasian surat  |Memadai |Adanya pengadministrasian  |Memadai
dan tanggung jawab yang langsung ke Kepala Badan tanpa surat antar OPD ditanda
tepat melalui sekretariat tangani oleh kepala badan
bukan Sekretariat Dearah
6 Penyusunan dan Penerapan  |Cukup Adanya pengusulan draft tentang  |Cukup masih adanya penempatan  |Cukup
Kebijakan yang Sehat tentang [Memadai  |perkada manajemen talenta Memadai |belum sesuai dengan anjab  |Memadai
Pembinaan SOM
7 Perwujudan peran APIP yang |Memadai Adanya review inspektorat Memadai |Adanya review ktorat  |M dal
efektif
8 Hubungan Kerfa yang Baik Memadai  |Adanya kerja sama yang baik antar |Memadai |Adanya kerja sama yang balk |Memadai
dengan Instansi Pemerintah OoPD antar OPD

Terkait




Form 2a

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda

: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Tahun Penilaian : 2023

Periode yang dinilai : 2023

Sumber Data : RPJMD tahun 2021-2026

Visi MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU, DAN

BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL
DAN PROFESIONAL

Misi Strategis RPJMD

Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif

Risiko Strategis Pemda

Membangun transparansi dan akutabilitas kinerja

Tujuan Strategis RPJMD

Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi

Penetapan Konteks Tujuan
Risiko Strategis Pemda

Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran RPJMD

Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja, Meningkatnya
Kapabilitas Birokrasi, Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan
Publik,

Risiko Strategis Pemda

IKU Sasaran RPJMD

Indeks Profesionalitas

Risiko Strategis Pemda

Meningkatkan kualitas SDM Aparatur

Prioritas pembangunan dan
program unggulan

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

Daerah

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Nama Dinas Terkait

BKPSDM

Bidang Organisasi

Bappedalitbang

Kominfo

Tujuan, Sasaran, IKU, dan
Program yang akan
dilakukan penilaian risiko

Meningkatnya kapabilitas birokrasi

PAINAN, 24 JANUARI 2023
KEPALA BADAN




Form 2.b

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
Tahun Penilaian 12023

Periode yang dinilai 12023

Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

OPD yang Dinilai : BKPSDM

Sumber Data Renstra tahun 2021-2026

Tujuan Strategis Terwujudnya manajemen ASN yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
Sasaran Strategis udkan

IKU Renstra OPD 1 Indeks Profesionalitas ASN
Informasi lain

akan dilakukan penilaian

PAINAN, 24 JANUARI 2023
KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN
RENGEMBANGAN SUMBER

ADAN KEPE
Bnm PE“GEIBN




Form 2.c

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda

Tahun Penilaian
Periode yang dinilai
Urusan Pemerintahan
OPD yang Dinilai

: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR
. 2023

. 2023

: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

: BKPSDM

Sumber Data RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2022 DAN DPA TAHUN 2022

Tujuan Strategis Terwujudnya manajemen ASN yang cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan
organisasi pemerintah daerah

(Renja 2020) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Keluaran/Hasil Kegiatan

Informasi Lain

1 Jumlah PNS yang dijabarkan kompetensinya

Kegiatan, dan indikator
keluaran yang akan
dilakukan penilaian risiko

| Kabupaten Pesisir Selatan, 24 Januari 2023

PAINAN, 24 JANUARI 2023
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER

%
)

0-0
BADAN k4 !m
% | DAN PENGE M
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Form 4

Hasil Analisis Risiko
Nama Pemda : Pemda Pessel
Tahun Penilaian 12023
Tujuan Strategis : Reformasi Birokrasi
Urusan Pemerintahan : Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan
Analisis Risiko
No. “Risiko” yang Teridentifikasi Kode Risiko | Dampak*) | Kemungkina | Skala Risiko
a b c d e f=dxe
I|Risiko Strategis
1|Tidak tercapainya indeks profesionalisme |RSP.22.01 3 3 6
ASN dengan nilai baik
Il|Risiko Strategis OPD : BKPSDM
1]Jenjang pendidikan ASN tidak meningkat |RSO.22.01 3 3 6
lll|Risiko Operasional OPD : BKPSDM
1|Mutasi ASN RSOP.22.01 3 3 6
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Form 6

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun Penilaian : 2023

No. Sub Unsur

Rencana Tindak
Perbaikan /Penguatan
Lingkungan Pengendalian

1 [Penegakan Integritas
Dan Nilai Etika

Penanggung jawab

Target Waktu Penyelesaian

Penambahan dokumen
Disiplin Pegawai Negeri
Sipil dan Peraturan BKN
Nomor 6 Tahun 2022

BKPSDM

2023

Menegakkan tindakan
disiplin yang tepat atas
penyimpangan  terhadap
kebijakan dan prosedur
atau pelanggaran terhadap
aturan kode etik.

BKPSDM

2023

Il |Komitmen
Kompetensi

terhadap

Menyusun Standar
kompetensi untuk setiap
tugas dan fungsi pada
masing-masing posisi pada
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan

BKPSDM

2023

Mengidentifikasi dan
menetapkan kegiatan yang
dibutuhkan untuk
menyelesaikan tugas dan
fungsi pada masing-masing
posisi di Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan.

BKPSDM

2023

Menyelenggarakan
pelatihan
pembimbingan untuk
membantu pegawai
mempertahankan dan
meningkatkan kompetensi
pekerjaannya

dan

BKPSDM

2023

I | Struktur Organisasi
yang Sesuai dengan
Kebutuhan

Menyesuaikan dengan
ukuran dan sifat kegiatan
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan
(disesuaikan dengan
tipelogi SOTK Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan)

BKPSDM

2023




Memberikan kejelasan
wewenang dan tanggung
jawab pimpinan masing-
masing pejabat dalam
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan

BKPSDM

2023

v

Pendelegasian
Wewenang dan
Tanggung Jawab

Wewenang diberikan
kepada pegawai yang tepat
sesuai dengan  tingkat
tanggung jawabnya dalam
rangka pencapaian tujuan
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan

BKPSDM

2023

Pegawai yang diberi
wewenang sebagaimana
dimaksud diatas
memahami bahwa
wewenang dan tanggung
ljawab  yang  diberikan
terkait dengan pihak lain di
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber|
Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan

BKPSDM

2023

Pegawai yang diberi
wewenang tersebut diatas
memahami bahwa
pelaksanaan wewenang,
dan tanggung jawab terkait
dengan penerapan SPIP

BKPSDM

2023

Penyusunan dan
penerapan kebijakan
vang schat tentang
pembinaan sumber
daya manusia

Supervisi periodik yang
memadai terhadap pegawai

BKPSDM

2023

Memberikan prioritas
pengembangan SDM Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan untuk
menunjang kegiatan

BKPSDM

2023

Perwujudan peran
Aparat Pengawasan
Internal Pemerintah
yvang Efektifl

Memberikan keyakinan
yang memadai atas
ketaatan, kehematan,
efisiensi, dan efektivitas
pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan

BKPSDM

2023




Memberikan peringatan
dini dan meningkatkan
efektivitas manajemen
risiko dalam
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan

BKPSDM

2023

Memelihara dan
meningkatkan kualitas tata
kelola penyelenggaraan
tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan.

BKPSDM

2023

vl

Hubungan Kerja yang|
baik dengan Instansi
Pemerintah Terkait

Diwujudkan dengan
adanya mekanisme
hubungan kerjasama yang
baik antar instansi yang
terkait dengan rapat-rapat

Koordinasi antar OPD
terkait hal-hal yang
berhubungan dengan

Manajemen Aparatur Sipil
Negara (ASN).

BKPSDM

2023

PAINAN, 20 JANUARI 2023




|euoisesadq oyisiy

€20t
unye} A| UeinMmLIL

BISNUBIAl
eAeq Jaquing
ueduequwaduad
uep uelemedaday
uepeg e|eday

Isuajadwoy
ueyieyduiuaw
ynun NSY
ISe}l|ISEjWaW uep
uejnfue| ueyipipuad
ems|seaq
ueseipaAuaiy

eAuuie|
ueyipipuad eSequia)
uep 188uy uenunsiad
ue8uap eweseliayag

emsiseaq
Buejuay ueyeligay

T0°ZZ°0SH

jex3uluaw yepn

NSY uexipipuad Suefuar

s|da3es oyIsiy

|e)8ip eseaas
d)is uelenquwad

yteq 1ejiu ueduap NSY

€702 Suejuay 1sey)de d)S ueienquwad d)s ueienquad aws||euolsajold syapul
unye} Al UB|NMm 1| 1nedng UBjBURIUAIAW Suejuay 1sesi|eisos 8uejual 4os 10°ZZ'dSH eAuitedesa) yepil|T
epwiag si3aiens oyisi||
y 3 J 3 P E) q e
uelesajaAuad qemer uejjepuaduad uejjepuaduad Yye|2d | (. EpY yepns sueh 0)|isIy apoy sejlold OYIsiy ON
npem 1a8ie) F8un3ueuaqd jepuil eueduay uejjepuaduad uejein
Minwad

ueyejuawad uesnin Suelunuad Jnsun :
183u)) seju3ajuiiag ueq |euojsajold Suep esedan Jnjesedy ueypninmapy :

€202:
|assad epwiad :

UBYBIULIBWA UBSNIN
s|3ajes1s uening
uejejiuagd unyey

epwad ewen

/ Wio4

ue)ynINgIq Yisenl uep epy 3ueA uejjepuaduad ueieiday seje uejejjuag




€00 | €0886| €1€0.96

WW"H'S \
- <

d39NNS NYONYEWIONId NYA NYIVMYOIdIXN Nvava VivdaN
€202 IMVNNYT ¥2 'NVYNIVd

€207
unyey Aj UenMLL

Isowold
uep Iseanin
Suepig ejeday

ejuale] uswaleuepy
ueduap 1ensas
NSY ueyisisodwalp

Wwa3sIS 343N Sueiuay
epeyJad ueyienqgig

NSV
1senpy 8ueual 4OS

10°ZZ°d0SH

NSY ISeaniy




€00 L £08861 CLE0

E.E.. S 'y
-

NVYLY13S HISIS3d zm...(n:msq,
YAYQ HIEWNS NYONYE
NV NYIVMYO3d3IN NYAvE
€202 IMVYNNYF #Z 'NYNIYE
14
uelode] SE)SIBAIUN BMSISBaq )njun
£20Z Jequiase( £20Z uenuer NSV| uep uswmjoq @y ueuoyouwuad jeing| seysiaaiun ueBusp ewes eliey £
Isejnw sasold wejep
uelode] ejus|e] uawaleuely epeyiad
€202 Jaquasaq £202 uenuep NSY| uep uswnjog jedey | ueyeunBBuaw jexyeliadeg jedey Z
Isuajadwoy| UBBUES)E|ad
£20¢ Jequwesaq £202 Lenuer NSY sysqap|  IlewIYANVBUIUQ [BUBIQ| ISEWOU| YNjun SuluQ SUSAEAN 3
y B 3} El P 2 q ]
ueeuesyejad ueeuesye|jed |SEULIOJU| ISELLIOJU| uejseyjunwoyBuag uexymngiq
ueBueiajay] | NPEA) ISes|Eay NPEA BUBDUSY ewsusd eipafueg BUBJEG }NJuag/elpey BueA uejjepuabueg uejeibey) OoN
ueyejuuawad uesnan Suefunuaq Jnsun @ ueyBjuUBWa UBSN(
188uy) sejuSajupag ueq |euoisajold Suep esedap anjesedy ueypninmayy : sibajenys uenfng
£Z0Z : ueejjuad unyej
ueje|as Jisisad uajedngey : epwad BweN

g Wio4

NNONVEIA ONVA NYITVONIONId NVISYVHINNWOXONId




NVLY13S HISIS3d N ’ dRaV
VISNNYIN VAV ¥38IANS NYONVENIONId
NYQ NYIVMYDIdIN NYaVE YIVE3

14
BMSISEa(
202 Jaquesa(d ge0c }NJuUn SBJISIaAIuN
p's uenuer| 1aqwasaq p's Uenuep ueqgey| Now ueBuap ewes eliay o
iIsejnw sasoud wejep
ejusje | uawaleuepy
vz0Z Jegwase(q I ANTA epeylad uexyeunbbuaw
p's uenuer| Jaqwasae( p's uenuer ueqey jedel 1exeliadeg jedey Z
Isusjadwoy
¥Z0zZ 18qwasaq €Z0Z UBBUESHE|D4 ISBLLIOJU|
p's uenuer| Jaqwasaq p's Lenuer ueqey| aysgam / i1seyde 3NJun aulu a)ISqapn L
3 3 2 p 2 q e
uebueia}ay ueeuesyejad ueeuesye|ad uenejuewad m:ul». uenejuewad ueyymnqiq buek ON
ueyejulawad uesnin Suefunuad Jnsun : ueyejulIawagd uesnin
188u)) sejl8ajuliag ueq |euoisajold Sue) eseSap Jnesedy ueypninma : siBajens uening
£20Z : ueje|lued unyej
ueje|as Jisisad uajednqgey : epuwed eweN

NY3LNI NVITVAONION3d SYLV NVNVLNVINSd NVONVONVY

6 W04




VAV H3EWNS NYONVEW

S8

NYQ NYIVMYD3d3IX NVAVE v IvdIA
£20Z I4VYNNYT ¥ 'NYNIVE

<
HvY pljw‘px

‘nieg oMisi4/ye[esepn

ekuisajoid
uebuep |enses BjuB|E)
isesiuebio uawaleuew
Ejua|e] uswaleuew impynas dngied
£20Z unyey, £202Z unye} epexed jenqusuw ehujeds) yepy ehAuepe yeplj 2202 1022 dOSYH NSY Iseiniy| L
seuig |euoisesadg oyisry |||
‘nieg oyisiy/yeesep
uajedngey
J0JENIpUI eiefifue
emsiseaq Buejua) ieBeqes NSY eAUBpPE YEP)
sejsieaun uebuap aws||euoisayod| eusiey EPE YEpI jeyBuluaw
20T unyey, €20z unyey)  eweselisy ueynyejew syepul Buesny| NSV ueneway Zzoz unp L0'ZZ 0SY %epy uesipipuad Buelual) |
seuq sifajens oyisiy Il
‘nieg oyIsiy/ye|esepy
usjedngey
Jojeyipul eieBbue
1ebeges NSY eAuepe ¥epy
ZZ0Z Jequanou use di syepdn ymun sws||euoiseyod| Buaiey Epe Yepl yieq e
p's ZZ0Z Jeqopo|  ZZoz Jeqopjo|  uenwepiad ueynyejsiy syapul Bueiny| NSy uenewsay 2202 lunr 1022dsy|  Bp use di eAuiededss) sepi| |
epwad sibajens oxisnd |
UEHUBI212) | 1Y UBBUESHE[3d | dLY UeEuUESIEjad d1y ueBueiajay yeduieg qeqes ipefis) eBBue] O3ISIY POy 1sejypueppeL Buek oIS, | ON |
i ShEeR ONISPJ UBIpEfe)

ueyejupawag uesnin Juefunuag Jnsun :
188u)) seyuSajupag ueq |euo|sajolid Buey eieday smesedy ueypninmay :

£Z0Z :

ueje|ag Jisisad usjedngey) :

UBYBJUMBWA UBSNIN
sibajens uenfny
uefejiued unyej

Epwagd BwenN

0T wdo4

d1d Nva (N3A3 MSId) OMISIY NYIAVr3M NY.LYLVON3d




	DAFTAR ISI
	I. Pendahuluan
	A. Latar Belakang
	B. Dasar Hukum
	C. Maksud dan Tujuan
	D. Ruang Lingkup
	II. Sekilas Tentang SPIP
	A. Pengertian
	B. Tujuan SPIP
	C. Unsur-unsur SPIP
	1. Lingkungan Pengendalian
	2. Penilaian Resiko
	3. Kegiatan Pengendalian
	4. Informasi dan Komunikasi
	5. Pemantauan Berkelanjutan
	D. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)
	III. Perbaikan Lingkungan Pengendalian Yang Diharapkan
	A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian Yang baik
	B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini
	C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
	IV. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian
	A. Pernyataan Tujuan
	B. Risiko-risiko
	C. Sebab
	D. Dampak
	V. Rancangan Informasi dan Komunikasi
	VI. Rancangan Pemantauan dan Evaluasi
	VII. Penutup
	Lampiran
	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (1)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (1)
	TAHUN 2023 (1)
	I. PENDAHULUAN
	Dari matriks analisis risiko terhadap dampak, jika risiko tidak tercapai dengan baik, maka kemungkinan akan berdampak signifikan terhadap Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.
	V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI
	Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mendukung jalannya pengendalian yang dibangun. Info...
	1. Pada Pemerintah Daerah Sesuai dengan RPJMD yaitu merencanakan aplikasi tentang pembuatan SKP secara digital dan adanya sosialisasi tentang pembuatan SKP.
	2. Pada OPD sesuai dengan Renstra yaitu menyediakan beasiswa pendidikan lanjutan dan memfasilitasi ASN untuk meningkatkan kompetensi dan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan.
	3. Pada Operasional Rencana Kerja yaitu  Memposisikan ASN sesuai dengan manajemen talenta dan dibuatkan perkada tentang manajemen talenta.
	Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian yaitu :
	1. Website online untuk informasi pelaksanaan kompetensi
	2. Rapat baperjakat menggunakan Perkada Manajemen Talenta dalam proses mutasi
	3. Kerja sama dengan universitas untuk beasiswa
	VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
	Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan yang diperlukan dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang ...
	1. Pemantauan Berkelanjutan
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